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Perihal : Himbauan Pengawasan

Pemuktahiran Daftar pemilih

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan

di
Tempat

Dengan Hormat,
emilih Pilkada Serentak Tahun

aikan Kepada KPU Kabupaten
lih sesuai dengan ketentuan

. Dne:Ia‘En Rangka Pengawasan pemuktahiran Daftar P

2ar , maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Gelatan menyamp

isir Selatan agar melakukan pemuktahiran Daftar Pemi
bagai berikut :

Peraturan Perundang-Undangan, s€
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

:omor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
omor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

A. Pasal 58
pemilihan  umum
pemutakhiran data pemi pertimbangkan

Potensial Pemilih Pemilihan;
Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

(2) Daftar Penduduk Potensial
tatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah

perasal dari Dinas Kependudukan dan Penca
Jeh Menteri digunakan sebagal bahan

dikonsolidasikar, diverifikasi, dan divalidasi O
penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan,

'3) Daftar pemilin sebagaimana di da ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS

ran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga,

uhi persyaratan sebagal

dilakukan pemutakhi
Jain dan tambahan Pemilif yang telah memen
Hari terhitung sejak diterimanya hasil

sebagai sumber

terakhir digunakan
paftar Penduduk

(1) "Daftar Pemilih Tetap
Jinan dengan Mmem,

atau sebutan
Ppemilih paling fambat 14 (empat belas)
konsolidasi, verifikasi, dan validasi;
/ i imana dimaksud pada ayat 3) diserahkan

asil pemutakh/ran sebagaim
125/ daftar Pemilif tingkat PPK;

(4) Daftar pemilifh h
kepada PPK untuk dilakukan rekapitul
na dimaksud pada ayat (4)

5) Rekapitulasl daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaima
diserahkan olé U Kabupaten/Kotd paling lambat 3 (t93) Hari
daftar Pemilifn

h PPK kepadd KP
terhitung s€jak selesainya pemutakhiran untuk ditakukan rekapitulasi
tingkat Kabupater/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilif
dimaksud pada ayat (5) diumumkan secard

Sementara.
sebagaimana
rukun tetangga dan rukun warga atau

(6) Daftar Pemilih Sementara
Juas dan melalui papen pengumuman
kan dan tanggapan dari masyarakat

sebutan lain ofeh PPS untuk mendapatkan masu

selama 10 (sepuluh) Harl.
aiki Daftar Pemilih Sementara perdasarkan masukan dan tanggapan

(7) PP5 memperb
ma 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan

dari masyarakat paling /a
kat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perakhir.
diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat
milif

dari masyara
Daftar Pemilih Sementara yang telah

7) diserahkan kepada KPU Kabupater/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pe
Tetap dan diumumkan ofeh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka
waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir”.



B. Pasal 1778

"4n
990ta PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikas!
imana dimaksud dalam Pasal

dan rekapitulasf t /

. erhadap data dan daftar pemilih sebagal
58’/.‘1"9 idana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empa ) builan oan
pz ;”g lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Ro2 4.000.000,00 (e
puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00”

Demikian Surat Himbauan Ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.
PARAF KOORDINASI
Pejabat Berwenang Paraf Tanggal
Kordiv ..... 4 [1-07-1p
Kepala Sekretariat 17.7.20
Stat |4.6} o
N
Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip




